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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

  

Berdasarkan hasil penilitian yang penulis jelaskan dalam pembahasan 

di atas maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 

1. Menurut Hukum Adat Sarolangun anak angkat tidak mendapatkan 

pewarisan tetapi hanya mendapatkan Hibah. Hukum Adat Sarolangun 

merupakan cerminan dari hukum islam, yang merupakan landasan 

hukum dari peraturan yang ada di masyarakat Sarolangun (khususnya 

masalah adat). Pembagian pewarisan bagi anak angkat menurut Hukum 

Adat Sarolangun adalah dengan jalan melalui Hibah atau dengan jalan 

wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh melebihi 1/3(sepertiga) dari 

harta harta warisan orang tua angkatnya, hal ini untuk melindungi para 

ahli waris lainnya. 

2. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pembagian pewarisan bagi 

anak angkat di kabupaten sarolangun khusunya yang terjadi di 

Kelurahan Pasar Sarolangun RT 09 ini adalah pihak yang tidak 

mendapatkan harta warisan tersebut terus dan tetap menuntut untuk 

mendapatkan pembagian harta warisan walaupun masalah tersebut telah 

diputuskan pada lembaga adat. 

3. Kerja sama antara tokoh adat dan pemerintah setempat ,serta kesadaran 

masyarakat bahwaa pentingnya melakukan pengangkatan anak 
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1.  Bagi anaak angkat hendaknya menaati aturan atau ketetapan yang telah 

disumuskan oleh adat, bahwa pembagian pewarisan terhadap anak angkat tidak 

mendapatkan pewarisan melainkan hanya mendapat harta warisan berupa hibah 

yang berjumlah tidak lebih dari sepertiga (1/3) harta. 

2. Hendaknya bagi yang akan mewarisi harta diusahakan untuk sebelum 

meninggal memperjelas pembagian harta tersebut sejelas jelasnya agar kelak 

tidak menjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, kalau perlu dibuat 

akta didepan notaris dalam penyelesaian pembagian harta warisan ini 

diselesaikan di pengadilan, agar dalam penyelesaian masalah tersebut dapat 

diselesaikan dengan sebaik mungkin. 
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